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I(ATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena

dengan rahmat dan ridho-Nya Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal

(SPM) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini memberikan gambaran pencapaian

SPM pada Bidang urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2O2L tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1O0 tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan.

SPM mempunyai peranan yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintah

Daerah, baik bagi Pemerintah Daerah sebagai perangkat ya.ng memberikan

pelayanan kepada masyarakat maupun bagi masyarakat yang mendapatkan

pelayanan. Bagi Pemerintah Daerah, SPM dapat dijadikan sebagai tolak ukur
(benchmark) dalam penentuan anggaran yang diperlukan untuk menyediakan

pelayanan khususnya pada urlrsan wajib yang diperlukan oleh masyarakat.

Dengan adanya SPM akan menjadi acuan untuk meniiai kualitas suatu pelayanan

publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah

Teknis sebagai ujung tombak penerapan SPM yang telah ditetapkan.



BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan Pemerintah Daerah dengan konsep otonominya pada

dasarnya merupakan suatu perwujudan untuk mengefisienkan pelayanan

pemerintahan pada konteks geografis dan demografis dalam luasan yang

besar seperti negara Indonesia. Dengan memberikan sebagian kewenangan

yang ada di Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah atau yang disebut

desentralisasi, harapannya adalah bahwa pelayanan pemerintah kepada

warganya semakin didekatkan dan selanjutnya peningkatan kualitas dan

akses pelayanan dapat ditingkatkan secara menerus seiring dengan

intensipnya interaksi antara w'arga dengan pemerintahnya.

Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan

akses pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah melalui pemerintahan

didaerah baik pemerintah provinsi, kabupatenf kota, maka pelayanan yang

diberikan bukan hanya pelayanan yang diorietasikan untuk memberikan

kepuasan kepada masyarakat, tetapi merupakan pelayanan dasar.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah bukan iagi

tentang target kinerja atau bagaimana menjalankan tugas pemerintahan

sehari-hari (standard Operating Procedure\, melainkan suatu pemenuhan

kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup sejahtera berdasarkan

standar hidup minimal yang ditetapkan yang apabila tidak dipenuhi akan

rnengakibatkan hidup seseorang menjadi tidak normai atau tidak layak atau

bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, jenis

pelayanannya bersifat mutlak dan individual serta belanja daerah pun

diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk

melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar. Pelayanan dasar tersebut selanjutnya ditetapkan melalui Standar

Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2Ot8 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri



Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 20 18 tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal.

Jika dilihat dalam konteks pembangunan nasional, maka percepatan

penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi salah satu kebijakan

prioritas nasional. Dalam hal ini Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan

oleh Pemerintah dan diberlakukan untuk seluruh Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Kabupaten/Kota dimana penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari

penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi

pemerintah Kabupaten/kota yang menjadi uru.san wajib terdiri atas:

1. Pendidikan;

2. Kesehatan;

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

4. Perumahan rakyat dan kann'asan permukiman;

5. Ketentraman, ketertiban umrlm, dan perlindungan masyarakat;

6. Sosial.

Berdasarkan hal tersebut diatas, untuk melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 dan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal di daerah, rnaka Pemerintah Kabupaten Kendai memacu pencapaian

Standar Peiayanan Minimal (SPM) dengan Surat Keputusan Bupati Kendal

Nomor 067.1137512019 Tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar

Pelayanan Minimal Kabupaten Kendai.

Dengan adanya Surat Keputusan Bupati tersebut, dimaksudkan untuk

memudahkan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah dalam berkoordinasi

dan konsoiidasi internal serta mencapai target Standar Pelayanan Minimal

sebagaimana batas waktu yarrg ditetapkan secara nasional dan bertujuan

untuk memberikan landasan hukum kepada Bagian Pemerintahan

Sekretariat Daerah dalam pengintegrasian rencana pencapaian Standar

Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran'

Penetapan tim percepatan penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal Kabupaten Kendal daiam Surat Keputusan Bupati

tersebut, telah dilakukan analisis terhadap pendistribusian tugas

berdasarkan kemampuan dan potensi kepada tim teknis untuk mengawal



percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Kendal. Analisis kemampuan dan potensi daerah disusun
berdasarkan data, statistik dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggungjawabkan baik yang bersifat khusus maupun umum.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang

melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat

oleh Pemerintah Daerah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintah Daerah dan

Pasal 12 ayat (11 tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan

dengan Pelayanan Dasar;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

3. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 101 Tahun 2O18 tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Llru.san

Bencana Daerah Kabupaten I Kota;

4. Peraturan Menteri Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik

Indonesia Nomor. 29|PRTlMlZOI8 tentang Standar Teknis Standar

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

5. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 100 Tahun 2OL8 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2o2CI Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2AI9 Tentang

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7 - Peraturan Bupati Kendal Nomor 83 Tahun 2O2O Tentang Penerapan

Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;

8. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor A61 137512019 Tentang

Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Kendal.
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BAB II
PENERAPAN SPM

Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Dinas Perumahan Rakyat

dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

A. PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data merupakan kegiatan paling a'uvai dan utama sebagai

dasar perhitungan kebutuhan SPM. Dalam pelaksanaan pengumpulan

data, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain pelaksana

pengumpulan data, jenis data, dan metode pengumpulan data sebagai

berikut:

1. identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana KabupatenlKota
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Lavak Huni Bagi Korban

Bencana antara lain :

Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten

Kendal, pada tahun 2025 data berdasarkan Kajian Resiko Bencana

Kabupaten Kendal 2021-2025 oleh Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kendal.

2. Identifikasi Lahan Potensiai Sebagai Relokasi Perumahan Penyediaan

dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Pada tahun 2025 menggunakan pendataan Identifikasi Potensi Lahan

potensiai sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabiiitasi

rumah layak huni bagi korban bencana kabupatenlkota yang

dilakukan pada tahun 2022. Lokasi identifikasi dilakukan di

Kecamatan Gemuh, Kecamatan Ngampel, Kecamatan Limbangan,

Kecamatan Singorojo, Kecamatan Patean, Kecamatan Plantungan,

Kecamatan Rowosari, dan Kecamatan Kaliwun.gu. Luasan lahan yang

diidentifikasi berkisar 0,19 - 5,38 Ha, dengan kondisi eksisting yaitu

berupa sawah, tegaian, ladang, semak, tambak dan lapangan.

Sedangkan untuk peruntukan ruang berupa kawasan permukiman.



3. Pengumpulan Data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban
Bencana

Berdasarkan data rumah yang terkena bencana di Kabupaten Kendal

pada tahun 2025, terdapat 35 unit rumah dengan kondisi rumah
dengan kerusakan sedang hingga rusak berat. Terdapat 26 unit dengan

kondisi rusak sedang di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon, Desa

Kartikajaya Kecamatan Patebon, Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo,

Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan, Desa Tlogopayung

Kecamatan Piantungan, Desa wonodadi Kecamatan Plantungan, dan

Desa Mororejo Kecamatan Kalirx,'ungu. Singorojo. Seiain itu, terdapat 9

unit rumah dengan kondisi rusak berat di Desa Kebonharjo Kecamatan

Patebon dan Desa Tarnanrejo Kecamatan Kaliwungu.

4. Identifikasi Perumahan di Lokasi Yang Menimbulkan Bahaya

Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena

Relokasi Program Pemerintah Daerah

Identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya

penyediaan rumah yang trayak huni bagi masyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah daerah pada tahun 2A25 tidak dilakukan

pendataan pada kegiatan tersebut.

5. Identifikasi Perumahan di Atas Lahan Rukan Fungsi Permukiman di

Kabupaten lKota
Pada tahun 2025 tidak ada pendataan identifikasi perumahan di atas

iahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota, dikarenakan

tidak adanya anggaran pada kegiatan tersebut.

6. identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha)

Identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (< 10 Ha)

berdasarkan pendataan baseline kumuh Kabupaten Kendal. Terdapat

beberapa desa yang 17 (tujuh belas) desa yang terrnasuk ke dalam

pendataan tersebut. Luas identifikasi perumahan yang berada di

kawasan kumuh kahupaten/kota (<1O Ha) berkisar 1,21-L6,83 Ha,

dengan iuasan paling kecii berada di Desa Margosari, Kecamatan

Limbangan dan luasan kawasan kumuh terluas berada di Desa



B

Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu. Tingkat kekumuhan berada di

tingkat ringan, sedang dan tinggi.

7 " Pengumpulan Data Rurnah YangTerkena Relokasi Program Pemerintah

KabupatenlKota

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di

Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan

bencana.Terdapat hanya 1 (satu) KK yang mendapat bantuan relokasi

program pemerintah tersebut. Lokasi lahan reiokasi tersebut berada di
Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat

bantuan relokasi program pemerintah ini merupakan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memiliki lahan untuk dijadikan

sebagai lokasi relokasi. Bantuan relokasi program pemerintah bagi

masyarakat ini berupa penyediaan Rumah Layak Huni yang

anggarannya berasal dari" BTT APBD Kabupaten Kendal.

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

1. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni tsagi Masyarakat Yang

Terkena Bencana KabupatenlKrsta Penyediaan dan Rehatlilitasi

Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang

Terkena Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Dan Rehabiiitasi

Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten Kendal

dilakukan pada 35 unit rumah. 17 unit rumah di Desa Kebonharjo

Kecamatan Patebon mengalami rusak sedang hingga berat akibat

bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2A25,3 unit rurnah

di Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo mengalarni rusak sedang

hingga berat akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada tahun

2025, 2 unit rumah di Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan

mengalami rusak sedang akibat bencana tanah longsor yang ter.jadi

pada tahun 2A24 dan 2A25, 1 unit rumah di Desa Tlogopayung

Kecamatan Plantungan mengalami rusak sedang akibat bencana tanah

longsor yang terjadi pada tahun 2A24, 1 unit rumah di Desa Wonodadi

Kecamatan Plantungan mengalami rusak sedang akibat bencana tanah

leingsor yang terjadi pada tahun 2A24,5 unit rumah di Desa Mororejo



Kecamatan Kaliwungu mengalami rusak sedang akibat bencana banjir
yang terjadi pada tahun 2A25, serta 6 unit rumah di Desa Kartikajaya
Kecamatan Patebon mengalami rusak sedang akibat bencana banjir
yang terjadi pada tahun 2025. Kegiatan yang dilakukan akihrat bencana

tanah longsor tersebut adalah rehabilitasi rumah, pembangunan

kembali dan relokasi rumah ),ang kegiatannya telah dilaksanakan pada

tahun 2A25.

2. Penghitungan Kebutuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang

Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Penyediaan

Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di
Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana.

Terdapat 1 (satu) KK yang mendapat bantuan reiokasi program

pemerintah tersebut. Lokasi lahan relokasi tersetrut berada di Desa

Tamanrejo Kecarnatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat bantuan

relokasi program pemerintah ini merupakan Masyarakat

Berpenghasilan Rendah (MBR), dan memiliki lahan untuk dijadikan

sebagai lokasi relokasi. Bantuan relokasi prCIgram pemerintah bagi

masyarakat ini berupa penye diaan Rumah Layak Huni yang

anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Kendai. Seiuruh lahan

yang digunakan sebagai lokasi relokasi program pemerintah ini
merupakan lahan lega1 yang dimiliki sendiri oleh penerima bantuan

program ini.

C. PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

1. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni tsagi Masyarakat Yang

Terkena Bencana

Kegiatan layanan rehabilitasi rurnah layak huni bagi masyarakat yang

terkena bencana bersumber pada anggaran APBD Kabupaten sebesar

Rp 330.000.000,- untuk 16 unit rumah dan anggaran Baznas

Kabupaten sebesar Rp 200.000.000,- untuk 10 unit rurnah. Kegiatan

layanan pembangunan kembali bagi rnasyarakat yan"g terkena bencana

di Kabupaten Kendal Lrersumber pada anggaran APBD Provinsi sebesar

Rp 400.000.000,- untuk 8 unit rurnah.
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2. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang

Terkena Reiokasi Program

Kegiatan layanan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat

terkena relokasi program kabupaten/kota bersumber pada anggaran

APBD Kabupaten sebesar Rp5O.00O.OO0,- untuk 1 unit rumah.

PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Bencana

Kabupaten/Kota Tahun-N Penyediaan dan Rehabiiitasi Rurnah yang tayak

bagi korban

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korhan

Bencana telah dilaksanakan pada tahun 2A25. Kegiatan rehabilitasi
rumah trayak huni bagi korban bencana ini, diiaksanakan pada 26 untt
dengan kondisi rumah rusak sedang yang berada di 7 desa yaitu Desa

Kebonharjo Kecamatan Patebon, Desa Tamanrejo Kecamatan Sukorejo,

Desa Jurangagung Kecamatan Plantungan, Desa Tlogopayung Kecamatan

Plantungan, Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan, Desa Mororejo

Kecamatan Kaliwungu dan Desa Kartikajaya Kecamatan Fatebon. Kegiatan

pembangunan kembali rumah layak huni bagi korban bencana ini
dilaksanakan pada 8 unit dengan kondisi rumah rusak berat yang berada

di Desa Kebonharjo Kecamatan Patebon dan Desa Tamanrejo Kecamatan

Sukorejo. Dengan demikian, pelaksanaan SPM Masyarakat yang Terkena

Bencana di Kabupaten Kendal telah mencapai realisasi sebesar 100%.

1. Rincian Capaian Pelaksanaan SPM Masyarakat Yang Terkena Relokasi

Program Pemerintah KabupatenlKota Tahun-N Penyediaan Rumah

Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Reiokasi Program

Pemerintah Daerah

Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di

Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana.

Terdapat 1 (satu) KK yang mendapat bantuan relokasi program

pemerintah tersebut. Lokasi lahan relokasi tersebut berada di Desa

Tamanrejo Kecamatan Sukorejo. Masyarakat yang mendapat bantuan

relokasi program pemerintah ini Bantuan relokasi program pemerintah



bagi masyarakat ini berupa penyediaan Rumah Layak Huni yang

anggarannya berasai dari APBD Kabupaten Kendal.



BAB III
PENCAPAIAN SPM

A. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan WEib Dinas perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal
1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan
daerah yang telah ditetapkan spMnya oleh pemerintah:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana
kabupatenlkota.

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang
terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten I kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target yang ditetapkan oleh Pemda dalam mencapai SPM selama kurun
waktu tertentu, termasuk penghitungan pembiayaanya sesuai dengan
ketentuan Permendagri Sg I2OZl

Tabel 3.1 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPIVI Bidang Perumahan rakyat
Tahun 2O2S

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Inclikator Kinerja Pencapaian Anggaran

Penerirna Layanan Dasar Mutu Minimal layanan Dasar

Indikator Target

Batas

Waktu

Capaian

Indikator Target

Batas

Waktu

Capaian

1

Penyediaan

dan

rehabilitasi

rumah yang

layak huni

bagi korban

bencana

kabupaten/

kota

Jumlah

rumah

yang

tertangani

akibat

bencana

34 Unit
Setiap

Tahurr

Jumlah

rumah

yang

tertanga

ni akibat

krencana

34 Unit

APBD

Kabupaten

Kabupaten

2 Fasilitasi

penyediaan

rumah yang

layak huni
bagi

Jumlah

rumah

yang layak

huni bagi

masyarak

1 Unit
Setiap

Tahun

Jumlah

rumah

yang

iayak

huni

1 Unit
Setiap

Tahun

Setiap

Tahun



No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Indikator Kinerja Pencapaian Anggaran

Penerima Larlranan Dasar Mutu Minimal layanan Dasar

Indikator Target

Batas

Waktu

Capaian

Indikator Target

Batas

Waktu

Capaian

masyarakat

yang

terkena

relokasi

program

pemerintah

daerah

daerah

kabupaten

I kota

at yang

terkena

reiokasi

program

pemerinta

h daerah

bagi

masyara

kat yang

terkena

relokasi

program

pemerint

ah

daerah

Suntber : Data Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Disperkim Kab. Kerudal Tahun 2025

Berdasarkan Tabel diatas dapat di deskripsikan bahwa rencana target
capaian Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban

bencana kabupa.tenlkota dengan indikator capaian Jumlah rumah yang

tertangani akibat bencana telah tertangani pada tahun 2025 untuk 35 (tiga

puluh lima) unit rumah yang ada di Kabupaten Kendal dalam bentuk
rehabilitasi rurnah dan pembangunan kembali rumah dengan anggaran yang

berasal dari APBD Kabupaten Kendal sebesar Rp730.00O.0OO,-, dan Baznas

Kabupaten sebesar Rp2O0.000.000,-

Sedangkan untuk rencana target capaian Fasilitasi penyediaan rumah
yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah

daerah kabupaten I kota ditahun 2A25 sudah terpenuhi bagi 1 (satu) unit
rumah. Rumah yang terkena relokasi adanya program pemerintah di

Kabupaten Kendal, merupakan relokasi daerah rawan bencana. Lokasi lahan

relokasi tersetrut hrerada di Desa Tarnanrejo Kecamatan Sukorejo. Anggaran

relokasi program pemerintah ini berasai dari APBD Kabupaten Kendal

sebesar Rp50.OOO.OOO,-

3. Anggaran

Jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam

APBD dalam raflgka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan

daerah yang bersumber dari: APBD, APBN, Sumber dana lain yang sah.

Alokasi anggaran belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan

dalam APBD Kabupaten Kendal tahun 2A25 adalah sebagai berikut :



Tabel 3.2. Alokasi Anggaran Pemenuhan SPM Bidang Urusan
Perumahan t n Kendal Tahun 2o.25.

Sumber : Data Anggaran Pencapaian SPM Disperkim Kab. Kenda.l Talrun 2025

Alokasi anggaran yang mendukung pencapaian dan penerapan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat oleh Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal

bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah {APBD) Pemerintah

Kabupaten Kendal tahun 2025 sebesar Rp 3OO.OOO.OO0,- dari Program

Pengembangan Perumahan dengan Kegiatan Pembangunan dan

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program

KabupatenlKata. Kegiatan tersebut adalah pendataan terhadap rumah

korban bencana sedangkan sub kegiatan Rehabilitasi. Rumah bagi Korban

Bencana untuk pernbangunan rllmah korban bencana sebanyak 15 unit
dengan total anggaran sebesar Rp30O.O00.OOO,- dengan masing-masing

sebesar Rp 20.000.000,-. Alokasi anggaran juga bersumher dari BTT

{Belanja Tidak Terduga) APBD Kabupaten Kendal sebanS,ak 9 unit yang

terdiri dari rehabilitasi rumah Lragi korban bencana dan pembangunan

kembali rumah layak huni bagi korban bencana dengan total anggaran

sebesar Rp430.000.000,- dengan rnasing-masing Rp30.000.0C)0,- untuk

rehabilitasi rumah bagi korban bencana, dan Rp50.000.000,- untuk

pembangunan kemtrali rumah layak huni bagi korban bencana. Selain itu
terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari BAZNAS Kabupaten Kendal

sebanyak 10 unit berupa rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan

total anggaran sebesar Rp200.O00.000,- dengan masing-masing

Rp20.0OO.000,- per r.rnit.

1 Penyediaan dan
rehabilitasi rumah yang
iayak huni bagi korban
bencana kabupaten I kota

730.000.000 :r00"000.000

2 Fasilitasi penyediaan
rumah yang layak huni
bagi masyarakat yang
terkena reiokasi program
pemerintah daerah
kabupaten / kota

50.000.000

Anggaran

No Jenis Pelayanan Dasar
APBN APBD Sumber Lain Yan

Sah



untuk sPM fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi

Masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

kabupatenlkota yang bersumber dari B'lT (Belanja Tidak Terduga) APBD

Kabupaten Kendal sebanyak 1 unit dengan anggaran seLre sar

Rp50.000.000,-.

4. Dukungan Personil

Dukungan personil rnenggambarkan jumlah personil personii atau
pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan

pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bridang Perumahan Rakyat

pada tahun 2A25 sebanyak 9 orang. Berikut ini Tabel 2.3 rincian dukungan
personil penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat di lingkungan Dinas

Perumahan Rak-vat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kendal.

Tabel 3.3. Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat
Tahun 2O2S Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Ka ten Kendal

Suntber : Data Personil Penerapan SPII di Dispe*irrt Kab. Kendal TA" 2025

5. Hasil Capaian

Realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal

selama 1 tahun arrggarar, baik dari anggaran maupull penerirna layanan.

No Jenis Pelayanan
Dasar Indikator Pencapaian Jumlah yg

terlayanl
Dukungan
Personil

1 Penyediaan dan

rehabilitasi rumah

yang layak huni

bagi korban

bencana

kabupaten lkota

Jumlah rumah yang

tertangani akibat

bencana

0 5

Jumlah rumah yang
layak huni bagi
masyarakat yang
terkena reiokasi
program pemerintah
daerah

o 42 Fasilitasi

penyediaan rumah

yang layak huni

bagi masyarakat

yang terkena

relokasi program

pemerintah daerah

daerah kabupaten

I kota

o 9Jumlah



Tabel 3.4. Realisasi Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kendal Tahun 20.25

Sumber : Data realisasi hasil capaian SPM Bidang Perumahan rakgat di Kabupaten Kendal TA.

2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kegiatan Penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kendal

telah terlaksana, dengan capaian 1O0% bagi pemenuhan fisik dan 1O0% bagi

pemenuhan anggaran, baik bagi anggarafl yang berasal dari APBD Pemerintah

Kabupaten Kendal maupun Baznas Kabupaten.

Sedangkan pada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten

Kendal telah terpenuhi capaiannya lOA% baik pemenuhan fisik maupun

anggaran.

Penerima Layanan Dasar Anggaran (RP)

No
Jenis Pelayanan

Dasar
Targ

et

Realisa

si

Capaian

(%)

APBD

Kabupaten

Kendal dan

BAZNAS

Kabupaten

Kendal

Reaiisasi
Capaian

(%)

I

Penyediaan dan

rehabilitasi

rumah yang

layak huni bagi

korban bencana

kabupaten lkota

J.+ 34 100 930.000.000 930.000.000 100

50.000.000 1002

Fasilitasi

penyediaan

rumah yang

layak huni bagi

masyarakat

yang terkena

relokasi

program

pemerintah

daerah daerah

kabupaten /
kota

i 1 i00 50.000.000



Tabel 3.5. Capaian Indeks Pencapaian (IPf SPM Bidang Urusan
Perumahan Tahun 2or25

Sumber : Data realisasi capaian SPM Bidang Perumahan rakgat di Dindikbud Kabupaten Kendal
TA.2025

Tabel 3.6. Indeks Pencapaian {IPl SPM Bidang Urusan Perumahan
t Kabu Kendal Tahun 2A25

Penerima Pelayanan Dasar Persentase

(4:3 x

100%)

Indeks Pencapaian

Penerima Layanan

Dasar (5 x 80%)

No Jenis Pelayanan Dasar

Jumlah yang

harus

dilayani

(orang)

Jumlah yang

terlayani

(orang)

1 2 3 4 5 6

1 Pen3:sflis6n Dan Rehabiiitasi Rumah Yang Layak Fluni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

J+ 34 (34 : 34

x100%) =

LOOa./o

Penerima Pelayanan Dasar Persentase

(4:3 x I00%l

Indeks Pencapaian

Mutu Minimal

Layanan Dasar (5 x

80%)

No Mut.u Minimal

Peiayanan Dasar

Jr-rmlah Mutu

Barang/Jasa

yang

dibutuhkan

Jumlah Mutu

Barang/Jasa

vang tersedia

5 61 ) +

2 Fasiiitasi penyediaal rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pemerintah daerah daerah kabupaten / kota

1 (1 :1
x100%) :

100%

1

(Total/Jumlah

Mutu)
Total Indeks Mutu Peiayanan Dasar

Kategori Indeks SPMlndeks SPM

(iP Layanan + IP Mutu)

No Jenis Pelayanan Dasar

100 Tuntas Paripurna

1

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang

layak huni bagi korban bencana

kabupaten lkota



No Jenis Pelayanan Dasar Indeks SPM

(IP La5ranan + IP Mutu)

Kategc,rri Indeks SPl\{

2

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak

huni bagi rnasyarakat yang terkena

relokasi program pemerintah daerah

daerah kabupaten I kota

i00 Tuntas Paripurna

Sumber : Data realisasi
2025

capaian indeks capaian SPM Bid"ang Peru.maltan rakyat Kabupaten Kend"at 'fA"

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Kendal tahun 2025, menurut Indeks SPM yang merupakan hasil dari nilai
iP Layanan ditambah dengan IP Mutu menghasilkan nilai capaian 1O0 di masing-
masing jenis pelayanan dasar. Dengan demikian kategori indeks SPM Bidang

Perumahan Ralq,'at Kabupaten Kendal Tahun 2A25 termasuk ke dalam kategori

Tuntas Paripurna.

Tabel 3.7. t SPM Perumahan

Surn.ber : Data Capaian Target SPM Perumaha.n Rakgat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui kegiatan Penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten Kendal telah

terlaksana, dengan capaian 100% di 34 (tiga puluh empat) unit rumah. Sedangkan

pada kegiatan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang

terkena relokasi program pemerintah daerah Kabupaten Kendal juga telah

terpenuhi capaiannya 100%, yang merupakan relokasi daerah rawan bencana di

Kabupaten Kendal.

RtrALISASI

JENIS PELAYANAN
DASAR

TOTAL RUMAH
TARGET PELAYANAN

SPM PtrRUMAHAN
RAKITAT DAN

KAWASAN
PtrRMUKIMAN

SUDAH
TtrRLAYANI

BtrI,UM
]'ERLAYANI

PERSBNTASB
CAPAIAN (9/o)

1 2 3 4 5
Penrediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Yang Layak Huni
Bagi Korban Bencana

34 Jt 100

100

Pen5,'ediaan Rumah
Yang Layak Huni
Bagi Masyarakat
Yang Terkena
Retrokasi Program
Pemerintah Daerah

1 i



6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Hambatan dan tantangan bagi Pemda dalam pelaksanaarr penerapan

dan pencapaian SPM, baik Internal maupun Eksternal, serta solusi maupun
penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah tersebut.

Tabel 3.8. Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut
Pelaksanaan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Kendal

Tahun 2OZS
Permasalahan Solusi Rencana Tindak

Lanjut
A. Perencanaall

o Belum ada
mekanisme dan tata
cara penetapan
status bencana
daerah untuk tingkat
kabupatenlkota.

. Belum ada
koordinasi antara
Disperkim dengan
BPBD sehingga
pengumpulan data
korban bencana
masih sulit.
Pengumpulan data
rnasih berasal dari
surat permohonan
bantuan dari desa
yang terkena
bencana

Perlu adanya
mekanisme dan tata
cara penetapan
status trencana
daerah untuk
kabupatenlkota.

1. Perlu peraturan
yang menetapkan
tentang kriteria
status bencana di
daerah.

2. Perlu koordinasi
dan sinkronisasi
antar OPD yang
menangani
bencana.

B. Koordinasi
r Perlu penyamaan

indikator bencana

yang ada di SPM

dengan indikator

yang terdapat di

BPBD (keselerasan

bentuk bencana).

Indikator ini

r Penyamaan

indikator bencana

yang ada di SPM

dengan indikator

yang terdapat di

BPBD.

. Adanya

mekanisme

1. Perlu sinergitas

atau Koordinasi

antar OPD yang

menangani

kebencanaan

2. Perlu ada kejelasan

mengenai siapa

pihak yang menjadi



Permasalahan Solusi Rencana Tindak

Lanjut
diharapkan dapat

menunjukkan

kewenangan dan

masing-rnasing dan

pelaksan arrya.

. Belum ada

mekanisme

perngajuan

permohonan

bantuan saat

bencana dikaitkan

dengan keterlibatan

kemampuan

keuangan daerah.

perngaJuan

permohonan

bantuan saat

bencana Cikaitkan

dengan

keterlitratan

kemampuan

keuangan daerah.

leading sector

dalam penanganan

bencana karena

nanti berkaitan

dengan bentuk

penanganan yang

dilakukan, misal:

apakah pemerintah

hanya

menyediakan lahan

reiokasi untuk
korban bencana

atau sampai

membangun

rumah, atau justru

hanya

memfasilitasi saja.

3. Perlu adanya

mekanisme

pengajuan

permohonan

bantuan saat

bencana dikaitkan

dengan

keterlibatan

kemampuan

keuangan daerah.

C. Pelaksanaan
r Kegiatan dilakukan

setelah mendapat

anggaran perubahan

Menunggu perubahan

anggaran tahun 2425

Menunggu perubahan

anggaran tahun 2025

4. Penerima bantuan

korban bencana tidak



Permasalahan Solusi Rencana Tindak

Lanjut

Calon penerima

bantuan harus

masuk ke dalam

DTSEN

harus masuk ke

dalam DTSEN

Sumber : Pendatqart Bidang Pentntahant Rctkgat, 2025

a



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait clengan penerapan dan pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Kencial dapat dilihat pada tabel

berikut:

Tabel 4.1 Program dan Kegiatan Penerapan Standar Pelayana Minimal

{SPMI Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahun 2or25

Sumber : Dsta Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Bidang Perumahan

rakgat Kab" Kendal Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, pada Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan

Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana terdapat Program

Pengembangan Perumahan dengan anggaran sebesar Rp 980.000.000,-.

Prograrn tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Penyediaan

dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

dengan anggaran sebesar Rp 930.000.000,- dan kegiatan Fasiiitasi penyediaan

rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pemerintah daerah daerah kabupaten / kota dengan anggaran sebesar Rp

50,000.000

1 ) J 4

980.000.000Program Pengembangan

Perumahan

930.000.000a Kegiatan Penyediaan dan

rehabilitasi rumah yang

layak huni bagi korban

bencana kabupaten I kota

50.000.000

L Penyediaan dan Rehabilitasi

Rumah Yang Layak Huni Bagi

Korban Bencana

1

b Kegiatan Fasilitasi

penyediaan rumah yang

layak huni bagi

masyarakat yang terkena

relokasi program

pemerintah daerah daerah

kabupaten / kota

ilo JENIS PELAYANAN DASAR PROGRAM / KEGIATAN/ SUB.

KEGIATAN

ANGGARAN

{Rp.}



BAB V

PENUTUP

Dalam upaya pencapaian Visi dan L{isi Kepala Daerah, Standar Pelayanan

Minimal (SPM) merupakan prioritas utarna dalam pelaksanaan pembangunan di

Kabupaten Kendal. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2O18

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Daiam Negeri

Repubrlik indonesia Nomor 59 Tahun 2O2L Tentang Penerapan Standar Pelayanan

Minimal serta ketetapan dari Pemerintah Pusat {KementertanfLernbaga) yang

menetapkan 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh

Pemerintah kabupaten / kota.

Keberhasiian pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Kendal harus memerlukan dukungan dan perhatian dari sernua pihak, selain

dukungan dari Pemerintah Pusat juga dari aparatur di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kendal, para pemangku kepentingan, dan masyarakat sebagai

pengguna pelayanan. Sehi.ngga diharapkan target Standar Pelayanan Minimal

yang telah ditetapkan secara nasional dapat tercapai sebagaimana batas waktu

yang telah ditetapkan pada masing-masing Kementerian.

Dalam upaya tersebut telah dilakukan melalui pelaksanaall Program dan

Kegiatan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2A25-2A29 serta dokumen

Rencana Strategis perangkat daerah pengampu SPM.

Demikianlah Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten

Kendal Tahun 2A25, dan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dalam

penerapan Standar Pelayanan MinimaL, Pemerintah Kabupaten Kendal senantiasa

terbuka terhadap saran masukan yang positif dari seluruh komponen masyarakat

sehingga Kabupaten Kendal yang Semakin Sejahtera Secara Merata dapat segera

terwujud.



Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan,

perlindungan serta ridhonya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan

tanggung jawab membangun masyarakat, hangsa dan negara.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
D PERMUKIMAN

ST
200501 1 010
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NO. KECIATAN

2. Sosialisasi mekanisme Penggantian Hak Atas Taxah
dan/atau Bangunan

3. Pendampingan teknis perhitungan appraisal aset
properti

4. Sosialisasi pengemtrangan perunrahan baru dan

mekanisme akses perumahan KPR FI-PF

5 Subsidi Uang Sewa

l. Verifikasi penerima pelayaniln sulrsidi uang sewa

2. Pendampingan penentuan rumah sewa yang layak
huni

KOMPONEN BIAYA

Konsumsi

Penvelenggaraan Sosialisasi

Penggandaan media publikasi (leaflet atau
booklet)
Transportasi

Konsurnsi

PeIal<sanaan pendarnpingan tekn is perhitunxan
appraisal aset properti
'fenaga Ahli Jasa Appraisal

'I'ransportasi

Konsumsi

Penyelenggaraan SosiaIisasi

Penggandaan media publikasi (leaflet atau
booklet)
Transportasi

Konsunrsi

Penyelenggaraan Verifi kasi

Penguanclaan Formuiir

ATK

Transportasi

Konsun.tsi

Pelaksanaan pendampingan teknis penentuan
rumah sewa yang layak
huni
Konsunrsi

Peryaluran Subsidi Uang Sewa

PERHITUhIGAN
BIAYA (Rp)

32l 4

Orang*Kali

Eks

Orang*Hari

Orang*Kali

Orang*Bln

Orang*l{ari

Orang*Kali

Eks

Orang* [1ari

Orang*Kali

Rp (Sub Total)

Eks

Rp

Orang*Hari

Orang*Kali

Orang*Kali

3. Penyaluran Subsidi Uang Sewa

Total Subsidi Uang Sewa Rp



NO. KECIATAN

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni

l. Verifikasi penerima pelayanan penyediaan rumah
layak huni

2. Penyusunan Rencana Tapak dan DED Rurnah Susun
Umum danlatau Rumah Khusus beserta PSU

3. Perjaniian pemanfaatan Rumah Susun tJmum
dan/atau Rurnah Khusus

4. Pembangunan Rurnah Susun Umum dan

ataulRumah I(husus beserta PSU

KOMPONF]N BIAYA

Penggandaan dokumen Eks

Rp (Sub Total)

Penyelenggaraan Verifi kasi

Penggandaan Formulir Eks

ATK Rp

Transportasi Orang*Hari

Konsumsi Orang*Kali

Rembug Warga

Media diskusi Rp

Transportasi OrangxHari

Konsurnsi Orang*Kali

Tenaga Ahli

Tenaga Ahli Perencana Orang*Bln

Tenaga Ahli Arsitektur Orang*Bln

Tenaga Ahli Teknik Sipil Orang*Bln

Tenaga Ahli ME Orang*Bln

Tenaga Ahli Plumbing Orang*Bln

Rernbug Warga

Media diskusi Rp

Transportasi Orang*Hari

Konsumsi Orang*Kali
Pembangunan flsik Rumah Susun

Biaya honstruksi Rp

Biaya MK Rp

Pemanfaatan dan Pengelolaan Rumah

PERHITUNGAN
BIAYA (Rp)

I32I

7

5. Penghunian Rumah Susun dan/atau Rumah Klusus

Pemeliharaan bangunan dan lingkungan BOP*Bln



NO" KEGIATAN

9

8 Pelaporan Penerapan SPN,l

Pembinaan llenerapan SPM

tr. Penyusunan Laporan Ilenerapan SPM

L Pernbinaan l.epacla SPM kepacla Kabupaten/Kota.
sektor Srvasta, dan masyarakat.

l0 Pemantauan Penerapan SPM
1. Perangkat Pen.rantauan SPM

2. Pemantauan kinerja penerapan SPM

11 L-,valuasi Penerapan SPM
i. Evaluasi Penelapan

Sumber : Pendataa-n. Bidang Penmtahan Rak1lat, 2025

KOIVIPONTJN BIAYA

Penggandaan dokumen Eks

R"p (Sub'I'otal)

Penr bahasan (Paket meeti ng) Orang*Kali

Penggandaan dokumen laporarr Eks

Rp (Sub'Iotat)
Penyelenggaraan Penr b inaan

Pem bal.rasan (Paket rneeti ng) Orang*Kali

Penggandaan dokumen laporan Eks

Pral<tisi,' Narasumt:er Orang*Kali

Rp (Sub l'otal)
Pengadaan sistem inforruasi Rp

Operator pelaksana update data kinerja Orang*Kali

Survei lapangan Orarrg*Kali

Rp (Sub 1'otal)
Irem bahasan (Paket meeting) Orang*Kali

Penggandaan Materi Eks

Narasumber Orang*Kali

PEI{HI]'lJNGAN
tllAY,A (Rp)

_j2l 4



Tabel 2.L2" Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Bencana

StJMBEIl Pf-MBIAYAAN

NO.

APBD

Rehabilitasi 26 Rp530.000,000 Rp330.000"000

2 Perntrangunan
kembali

I Rp400.000.000 Rp400.000.000

Penyediaan rurnah
relokasi
a. ltengadaan lalran

b. Pembangunan
baru

4 Ilanluan akses

runrah sewzt

iayak huni bagi
korban irencana

Junrlah *)
34 Rp930.000.000 Rp730.000.000

Sumber: Pendataart Bidang Perumahqrt Rakgat, 2025

T'A[iLIN KE-I TAFIUN KE 2 ]'AI.IUN KE 3

DAK LAINNYA APBI) T]AK LAINNYA APBD DAK LAINNIYA

KEGIATAN
LAYANAN

ruMLAH
RUMAH
TANGGA

KEB{J1'I ]IJAN
BIAYA

t29876,tI32

1

t0 13

J

Rp200.000.000

Rp200.000.000



NO.

Tabel 2. L3. Rencana Pemenuhan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program

SUMBI-]R PEMBIAYAA}J'

KECIATAN LAYANAN JiJMI-AH RTJMAI'I
TANCGA

KE,Btj'llt-rllAN B IAYA T'Al{U}iN+ I

APBD DAK LAINNYA
765432

I Fasilitasi pengganiian hak atas penguasaan

tanah dan/atau
trangunan

Subsidi uang sewa

Penyediaan runrah layak huni

Jumlah *)

Surruber : Fendcttcran. Bidang Pentmahan Rakgctt, 2025

2

I

I

J Rp50.000.000 Rp50.000"000

Rp50.000.000 Rp50.000.000



Tabel 2.14. Rinclatl Capaial Pelakaana.n Spm aayaralot Yerg Terkela Betrcana lhbupatcn/Kota Tahun-N
Penyodiarn Dan Rehabilltasl Rumah Yang L.yak Hunl Bagl Korba! Belcara

TINGKAT KERUSAKAN RUMAH TARGET REALISASI

NO JENIS
BENCANA

KECAMA
AN

KELURAHAN
/DESA

BANJIR
BANDANG

2025 PATEBON KEBONIJARJO

TANAH
LONGSOR

2025 SUKOREJ
o TAMANREJO

TANAH
LONGSOR

PLANTUN
GAN

JURANGACUN
G

2025

TANAH
LONGSOR

PLANTUN
GAN

JURANGAGUN
o2024

TANAH
GERAK

)i)4 PLANTUN
GAN

TLOCOPAYUN
G

TANAH
GERAK

2025 PLANTUN
GAN

WONODADI

BANJIR 2025 KALIWUN
GU

MOROREJO

8 BANJIR 2025 PATEBON KARIIKAJAYA

BANJIR 2025 PATEBON KEBONI'IARJO

Total ")

TAHUN
TER.IA
DINYA
BENCA

NA

TOTAL
RUSAK
RINGAN

RUSAK
SEDANG

RUSAK
BERAT

REHABILI
TASI

PEMBANG
UNAN

KEMBALI
RELOKASI

SUBSIDI
UANG
SEWA

REHABILI
TASI

PEMBANG
UNAN

KEMBALI

SUBSIDI
UANG
SEWA

BELUM
TERLAY

AM

{UNIT
RUMAH)

(UNIT
RUMAH}

(UNIT
RUMAH)

10

26

(UNIT
RUMAH)

(UNIT
RUMAH)

(UNIT
RUMAH}

{UNIT
RUMAH)

(UNIT
RUMAH)

{UNIT
RUMAH)

l5

RELOKASI

(UNIT
RUMAH)

(UNIT
RUMAH)

{UMT
RUMAH

)

18

(uNIT
RUMAII)

10

10

I

)

I

1

t

l

5

5

1

1

I

2

3

4

5

6

7

I

98765432 11 12 13 14 16 17

l7

34

1

7

I

7

1

7

2

t0

26

100.00%

lo0

1

1

I

t

1

5

1

1

l

1

1

5

1

1

i

1

l

5

5

1

I

5

I0

D

I

26 8 00I80i
Persntas laymm n*|

Capaian SPM Total ***)

Sumber : Pend.ataan Bidang Perumahan Rakgat, 2025



Tabel 2,15. Rhcia! Capaian Pslak3araan Spm MasyanLat Yang Terkena Relokasi Program PcEerlntah
Kabupaten/Kota Tahun-N Penyedla.! Rumah Yarg lalrat Huni Bagl [aa5raratct Yang Tetlela Relotasl Program

Penerlntah Daerah

TARG ET REALIS ASI

NO.
JENIS RELOKASI

PROGRAM
KECAMATAN DESA TOTAL

(UNIT
RUMAH)

GANTI
ASET
(UNIT

RUMAH)

0

SUBSIDI
SEWA
(UNIT

RUMAH}

o

PtrNYEDIAAN
RLH

(UNIT
RUMAH)

GANTI
ASET
(UNIT

RUMAH)

o

100%

100

SUBSIDI
SEWA
(UNIT

RUMAH)
10

0

PENYEDIAAN
RLH

(UNIT
RUMAH)

11

o

BELUM
TERLAYANI

(UNIT
RUMAH)

1241 32 65 98

0000o

7
Relokasi

perumahan di
lokasi yang
menimbulkan
bahaya - Daerah
Rawan Bencana

Total *)

Persentase Layanan **)

Capaian SPM Total ***)

Sumber : Pendataan Bidang Perumahan Rakgat, 2025

1

SUKOREJO TAMANREJO 1 1 1

1 1o


